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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan

putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS pada
Kantor Kecamatan XXXXXX, tempat kediaman di Kelurahan
XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan,
sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan
Wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan XXXXXX,
Kecamatan XXXXXX, Kota Kendari, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06
Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo pada hari
itu juga dengan register perkara Nomor 0155/Pdt.G/2020/PA.AdI,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah
melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Maret 2012 yang dicatat oleh
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX
Kabupaten Konawe Selatan sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor
XXXXXXtanggal 13 Maret 2012;
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2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama
sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal
bersama, semula bertempat tinggal di rumah kediaman orang Tua
Penggugat di Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX selama kurang
lebih 4 Hari kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di rumah kediaman
sendiri di Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kota Kendari selama
kurang lebih 8 tahun dan Selanjutnya Penggugat kembali dikediaman
Orang tua di Kelurahan Tianggea, Kecamatan XXXXXX,Kabupaten Konawe
Selatan sampai dengan sekarang;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup
rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai anak bernama,
Anak

4. Bahwa kurang lebih sejak bulan juni 2018 kehidupan rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:

- Tergugat tidak senang dengan anak Penggugat dari suami pertamanya;
- Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar dan mengucapkan cerai
kepada Penggugat:

- Tergugat sering main judi Togel;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat
dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 1 Januari 2020
yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang
meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan
perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan
rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing
pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka
perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan
permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh Izin untuk

melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang dalam hal ini dari Kepala
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Badan Kepegawaian dan Pengembangan Umber daya Manusia Kabupaten
Konawe Selatan dengan Nomor 800/61/2020 tanggal 1 Juli 2020;

8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang
berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Andoolo cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili
perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :
PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat)

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan
yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa untuk memenuhi pensyaratan mengajukan perceraian dalam
status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin
dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor 800/641/2020 tanggal 1 Juli 2020
yang dikeluarkan oleh atas nama Bupati Konawe Selatan, Kepala Badan
Kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia Kabuoaten Konawe
Selatan;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena
Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;
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Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup
untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang
isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir
di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat
didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan
alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX tanggal 13 Maret 2012, yang

dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan,

bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah
dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis

diberi tanda P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, Saksi 1, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan

Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXX, Kelurahan XXXXXX,

Kecamatan XXXXXX, Kota Kendari, saksi merupakan sepupu Tergugat, di

bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai

berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat karena saksi
pernah tinggal dirumah Penggugat dan Tergugat di Kendari;

- Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus janda dengan 2 (dua)
orang anak dan Tergugat berstatus jejaka;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di
rumah kediaman bersama di Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX,
Kota Kendari selama kurang lebih 8 tahun;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup rukun dan harmonis serta
telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak, sekarang dalam
asuhan Tergugat;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya
berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2019 rumah tangga mereka
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tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
yang terus menerus;

- Bahwa saksi sering melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran
Penggugat dan Tergugat di rumah Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan
Tergugat karena Tergugat tidak suka dengan anak kandung Penggugat
dengan suami Penggugat yang terdahulu, Tergugat sering marah dan
selalu menghindar saat anak-anak Penggugat dengan suami Penggugat
yang terdahulu datang serta Tergugat sering main judi togel, Saksi
melihat sendiri Tergugat menulis nomor nomor di buku, dan saat ditanya
oleh saksi, Tergugat mengatakan kalau itu nomor togel;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak awal
bulan Januari tahun 2020 sampai sekarang kurang lebih 7 (tujuh) bulan
lamanya;

- Bahwa Penggugat yang pergi dari kediaman bersama dan tidak pernah
datang menemui Tergugat lagi;

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah
lagi berkomunikasi;

- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha
untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan
Tergugat;

Saksi 2, Saksi 2, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan

tidak ada, bertempat tinggal di XXXXXX, Kelurahan XXXXXX, Kecamatan

XXXXXX, Kota Kendari, saksi merupakan tetangga Penggugat dan tergugat

di Kendari, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada

pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat karena saksi
menjadi tetangga Penggugat dan Tergugat sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;

- Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus janda dengan 2 (dua)
orang anak dan Tergugat berstatus jejaka;
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- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di
rumah kediaman bersama di Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX,
Kota Kendari;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup rukun dan harmonis serta
telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak, sekarang dalam
asuhan Tergugat;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya
berjalan baik dan rukun, namun sejak 1 (satu) tahun yang lalu rumah
tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa saksi sering mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran
Penggugat dan Tergugat di rumah Penggugat dan Tergugat, sampai
terdengar suara jeritan dari luar rumah Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan
Tergugat karena Tergugat sering main judi togel di rumah Penggugat dan
Tergugat saat Penggugat tidak ada di rumah dan kadang juga di rumah
teman Tergugat, Tergugat juga tidak suka dengan anak tiri Tergugat
(anak kandung Penggugat dengan sumai Penggugat yang terdahulu),
serta saat terjadi pertenngkaran Tergugat sering mengucapkan kata cerai
terhadap Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak akhir
tahun 2019 sampai sekarang kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya;

- Bahwa Penggugat yang pergi dari kediaman bersama tinggal di rumah
orang tuanya di Kelurahan XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten
Konawe Selatan dan tidak pernah datang menemui Tergugat lagi;

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah
lagi berkomunikasi;

- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Tergugat akan tetapi Tergugat
selalu marah saat dinasehati dan keluarga Penggugat dan Tergugat
sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun
tidak berhasil,
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- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan

Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan
menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan
tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan
apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu
yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian
yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat
telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan gugatan perceraian, maka
telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo.
Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor
48/SE/1990;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu
hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi
sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008
yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 1 Tahun 2016
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak
ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,
maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa
hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Penggugat dan Tergugat
telah dipanggil secara resmi dan patut, Penggugat hadir di ruang sidang,

namun Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai
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wakilnya yang sah. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 149 Rbg, perkara ini
dapat diputus secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat). Hal ini selaras dengan
norma hukum yang terkandung dalam pendapat ahli figh, dalam Kitab Ahkamul

Qur’an Juz Il, halaman 405:

s5oE - Lo = - i\ . )
U559 58 Sg o onlali o855 (e 86 ) 63 00

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam (Majelis
Hakim), kemudian tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk
orang zalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai
adalah bahwa Tergugat tidak senang dengan anak Penggugat dari suami
pertamanya, Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar dan mengucapkan
cerai kepada Penggugat serta Tergugat sering main judi Togel akibatnya
Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sehingga telah terjadi pisah
tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan sampai sekarang, dan
selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi
apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-
tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak
pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian,
maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan
perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi
Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai
akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai
dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti
tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada
tanggal 21 Maret 2012, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh
Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan
pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan
terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah
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pada tanggal 21 Maret 2012, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1)
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:
Saksi 1 dan Saksi 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana
telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang
memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,
keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan
relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak
ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi
tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua
saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan
keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum
yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah tergugat tidak suka
dengan anak-anak Penggugat degan suami Penggugat yang terdahulu
serta Tergugat sering main judi togel;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 7
(tujuh) bulan yang lalu sampai sekarang;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat
sudah tidak pernah saling menemui dan tidak pernah rukun kembali;

- Bahwa keluarga Penggugat sudah menasehati Penggugat untuk

rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mau;

- Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah menasehati
Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat

tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;
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Menimbang, bahwa berdasarkan petitum gugatan Penggugat, hal pokok
yang diminta oleh Penggugat kepada Pengadilan, yakni : “Menjatuhkan talak
satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat
diterapkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum
Islam, yang mengatur bahwa “Perceraian dapat terjadi karena alasan antara
suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak
ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga,” dan Pasal 39 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 65
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan
kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 16 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam,
yang menentukan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang
Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil
mendamaikan kedua belah pihak.” Oleh karena itu, syarat-syarat yang harus
dipenuhi gugatan perceraian Penggugat ialah : pertama, antara Penggugat dan
Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran; kedua, perselisihan dan
pertengkaran tersebut telah bersifat terus menerus; dan ketiga, antara
Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah

tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah
Tergugat tidak suka terhadap anak-anak Penggugat dengan suami Penggugat
yang terdahulu serta Tergugat sering main judi togel. Dengan demikian, syarat

pertama dimaksud telah terpenuhi;
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Menimbang, bahwa dengan adanya fakta telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dihubungkan fakta Penggugat
dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2020 bulan yang lalu
atau telah berlangsung 7 (tujuh) bulan lamanya sampai sekarang, dan dikaitkan
pula dengan fakta selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah
tidak pernah saling menemui, maka keadaan tersebut dapat dinilai bahwa
selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah
bertemu dan telah saling acuh tak acuh untuk menyelesaikan perselisihan dan
pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, sehingga dapat
disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat tersebut belum terselesaikan dan masih terjadi sampai sekarang. Oleh
karena itu, patut dinyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat telah bersifat terus menerus. Dengan demikian, syarat

kedua tersebut juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak
saling menemui selama pisah tempat tinggal, dapat pula dinilai bahwa
Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kepedulian antara satu sama lain.
Begitu juga fakta Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun kembali
dan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, menunjukkan bahwa Tergugat
sudah tidak memiliki perhatian dan telah bersikap enggan untuk kembali rukun
dengan Penggugat. Demikian pula keluarga Penggugat sudah menasehati
Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat sudah
tidak mau. Begitupun Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah
menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun
Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat. Oleh
karena itu, patut disimpulkan bahwa Penggugat maupun Tergugat sudah tidak
ada keinginan untuk kembali bersatu dalam membina rumah tangga. Sehingga
patut dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk rukun
kembali dalam membina rumah tangga. Dengan demikian, syarat ketiga

tersebut pula telah terpenuhi;
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Menimbang, bahwa pelembagaan perkawinan dalam Islam dimaksudkan
sebagai wahana bagi pasangan suami isteri untuk menikmati suasana rumah
tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sebagaimana Allah SWT. telah
berfirman dalam QS. Ar-Rum ayat 21 yaitu :

Jazs @] 1ot 151551 p%udil e 28T 5135 O wlil s
Os3%855 p3AICLY A5 n9 5] 1823 55 8355 Ak

Terjemahnya: )

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu

isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram

kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi
kaum yang berpikir.

Menimbang, bahwa seirama dengan norma hukum yang terkandung
dalam firman Allah tersebut, dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi
Hukum Islam, menentukan bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang
sakinah, mawaddah dan rahmah, maka suami dan istri wajib saling mencintai,
hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara

satu sama lain;

Menimbang, bahwa Kketentuan-ketentuan tersebut di atas, dapat
dipahami bahwa laki-laki dan perempuan disatukan dalam ikatan perkawinan
bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang penuh ketentraman dan bertabur
kasih sayang. Ketentraman dan kasih sayang itu dapat terwujud apabila antara
suami dan istri saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi
bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terhadap
fakta-fakta tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan sulit untuk
rukun kembali dalam membina rumah tangga, maka keadaan rumah tangga a
guo sudah tidak ada lagi rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan
memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain, sehingga untuk

mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah, warahmah, tidak
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mungkin dapat dicapai antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah
tangga. Dengan demikian patut dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat
dan Tergugat telah pecah (brokendown marriage). Oleh karena itu,
mempertahankan ikatan perkawinan tersebut tidak akan mungkin lagi dapat
memberikan maslahat, sehingga jalan yang terbaik ialah memutuskan ikatan

perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim
sependapat dan kemudian mengambil alih sebagai pendapat Majelis, norma

hukum yang terkandung dalam isi Kitab Fighus Sunnah juz I, halaman 248:

ol wlicl ol azg )l ainn uoladl sad lalges caini I3]g
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“Apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari
pihak istri atau pengakuan suami, dan adanya hal yang menyakitkan itu
menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya,

sedangkan Majelis Hakim sudah tidak berhasil mendamaikan kedua belah
pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in.”

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di
atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan perceraian Penggugat
telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009, Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan

Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Sehingga berdasarkan Pasal 119 ayat (2)
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B4

huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum Penggugat tersebut patut
dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap

Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi
dan patut, namun tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya pula
tanpa disertai alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat beralasan
menurut hukum, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka

gugatan Penggugat patut dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) angka (9)
Penjelasan dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan
kepada Penggugat;

Memperhatikan  ketentuan peraturan perundang-undangan dan

ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba’in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp  576.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Andoolo pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 Masehi bertepatan
dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1441 Hijriah oleh Aniq Fitrotul Izza, S.H.l.
sebagai Ketua Majelis, Aman Susanto, S.H.l. dan Najiatul Istigomah, S.H.,
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari
itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para
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Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Salahudin, S.H.l., M.H. sebagai
Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-hakim Anggota Ketua Majelis,

Aman Susanto, S.H.l. Aniq Fitrotul I1zza, S.H.I.

Najiatul Istiqgomah, S.H.
Panitera Pengganti,

Salahudin, S.H.l.,,M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran :Rp 30.000,00
2. Proses :Rp 50.000,00
3. Panggilan :Rp 460.000,00
4. PNBP Panggilan1 :Rp 20.000,00
5. Redaksi :Rp 10.000,00
6. Meterai :Rp 6.000,00
Jumlah :Rp  576.000,00

(lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
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